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ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Implikasi Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah
Konstitusi olen Lembaga Pengusung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia™ ini
merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah
yakni: 1) Bagaimana Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga
Pengusung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?, dan 2) Bagaimana Implikasi
Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Pengusungnya?

Tesis ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian Yuridis
Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Komparatif (Comparative
Approach). Dalam penelitian ini memuat empat teori yang dijadikan pijakan sebagai
pisau analisis yakni Teori Negara Hukum, Teori Kekuasaan Negara, Teori
Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Teori Kewenangan. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (Library Research) yang kemudian
setelah terhimpun dilakukan invetarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi.

Dalam tesis ini berisi dua jawaban yang menjawab rumusan masalah. Pertama,
pemberhentian hakim mahkamah konstitusi oleh lembaga pengusungnya merupakan
bentuk pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi menetapkan beberapa sistem pemberhentian hakim konstitusi,
mekanisme, serta pihak yang berwenang melakukannya. Atas hal tersebut,
pelanggaran yang dilakukan dalam pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga
pengusungnya ini terjadi pada dua hal yakni pada sistem pemberhentian hakim
konstitusi yang mengacu pada beberapa Kkriteria yang mengharuskan diberhentikan,
juga pada mekanisme pemberhentiannya. Kedua, Implikasi Yuridis atas
pemberhentian hakim konstitusi ini diantaranya memuat beberapa keterkaitan yakni
merupakan bentuk pelemahan terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dalam
pelaksanaan pemberhentian “hakim konstitusi. oleh lembaga ‘pengusungnya cacat
prosedural dan merupakan preseden buruk kedepannya, selain itu juga menyangkut
mengenai keabsahan dari Keppres pengangkatan hakim kontitusi pengganti.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pemberhentian, Implikasi Yuridis.
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